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 Abstract. Government procurement contracts for goods and services are public 

legal instruments that are prepared to ensure legal certainty, accountability, and 

financial protection of the state. In its implementation, contracts often undergo 
changes due to the technical and operational dynamics outlined in the contract 

addendum. The implementation of the 2024 Indonesian Nutrition Status Survey 

(SSGI) has experienced various technical and operational obstacles that require 

contract adjustments through several addendums, including the addition of 

honorariums for the Regency/City Technical Person in Charge (PJT). The problem 

arose when the Financial Audit Agency found an overpayment and recommended 

a return to the state treasury, thus giving rise to a difference in legal interpretation 

regarding the validity of the addendum. This study uses normative legal research 

methods with a statutory and conceptual approach, supported by empirical data as 

a complement to the analysis. The results of the study show that contract addendum 

can legally be used as an instrument for amending agreements and alternative non-
litigation dispute resolution, but in the context of government procurement, its 

applicability is limited by the principles of legality, accountability, and compliance 

with state financial management. Addendum that does not meet an adequate legal 

and administrative basis cannot be used as a valid basis for payment. 

 

Keywords: Addendum Contract, Procurement of Goods and Services, Dispute 

Resolution, Legal Certainty 

 

Abstrak. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen 

hukum publik yang disusun untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan 

perlindungan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, kontrak sering mengalami 
perubahan akibat dinamika teknis dan operasional yang dituangkan dalam 

addendum kontrak. Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 

mengalami berbagai kendala teknis dan operasional sehingga membutuhkan 

penyesuaian kontrak melalui beberapa addendum, termasuk penambahan 

honorarium Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota. Permasalahan 

timbul ketika Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran dan 

merekomendasikan pengembalian ke kas negara, sehingga memunculkan 

perbedaan penafsiran hukum mengenai keabsahan addendum tersebut. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual, yang didukung data empiris sebagai 

pelengkap analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa addendum kontrak secara 

hukum dapat digunakan sebagai instrumen perubahan perjanjian dan alternatif 
penyelesaian sengketa non-litigasi, namun dalam konteks pengadaan pemerintah 

keberlakuannya dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan 

terhadap pengelolaan keuangan negara. Addendum yang tidak memenuhi dasar 

hukum dan administratif yang memadai tidak dapat dijadikan dasar pembayaran 

yang sah. 

 

Kata Kunci: Kontrak Addendum, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian 

Sengketa, Kepastian Hukum 
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PENDAHULUAN  

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program-

program pemerintah, termasuk di sektor kesehatan. Salah satu proyek strategis yang 

membutuhkan pengadaan barang dan jasa adalah Survei Status Gizi Indonesia, yang bertujuan 

untuk memperoleh data terkait kondisi gizi masyarakat Indonesia. Data ini sangat penting 

untuk merancang kebijakan kesehatan yang efektif guna meningkatkan kualitas gizi dan 

kesehatan rakyat Indonesia. Proyek ini melibatkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes) sebagai pemberi kerja dan PT. Sucofindo sebagai penyedia jasa yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan survei tersebut. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa 

merupakan instrumen yang vital untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam 

sektor kesehatan (Rachman, 2020). 

Proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek pemerintah tidak jarang dihadapkan pada 

potensi sengketa antara pihak pemberi kerja dan penyedia jasa. Sengketa ini dapat berkaitan 

dengan berbagai aspek, seperti ketidaksesuaian antara harapan dan pelaksanaan kontrak, 

kualitas hasil, waktu penyelesaian, dan biaya yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk 

memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif guna menjaga kelancaran 

pelaksanaan proyek. Menurut Prabowo (2019), perjanjian penyelesaian sengketa dalam 

kontrak pengadaan barang dan jasa dapat mencegah eskalasi konflik yang dapat menghambat 

proses proyek, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan berbagai pihak dengan 

kepentingan yang berbeda. 

Perjanjian penyelesaian sengketa menjadi instrumen yang vital dalam kontrak pengadaan 

barang dan jasa, karena dapat mencegah terjadinya eskalasi konflik yang dapat menghambat 

proses proyek. Dalam konteks kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo, penyelesaian 

sengketa yang efisien dan adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek Survei 

Status Gizi Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan tanpa terganggu 

oleh masalah hukum atau administratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryanto (2021) yang 

menyatakan bahwa dalam pengadaan publik, mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien 

dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan menjamin keberlanjutan 

proyek. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perjanjian penyelesaian sengketa 

diterapkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pada proyek Survei Status Gizi Indonesia 

tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian 

sengketa yang terdapat dalam kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo, serta implikasinya 

terhadap kelancaran dan efektivitas pelaksanaan proyek tersebut. Diharapkan, hasil penelitian 
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ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya 

penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa serta upaya pengelolaan proyek yang 

lebih baik di sektor kesehatan Indonesia (Hasibuan, 2020). 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

menganalisis perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pada 

proyek Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian 

ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika yang terjadi dalam kontrak antara 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan PT. Sucofindo, serta untuk 

mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam pengadaan tersebut. 

Pendekatan studi kasus ini efektif digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dalam 

konteks yang lebih spesifik, seperti pengadaan publik dalam sektor kesehatan (Moleong, 2019). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam proses pengadaan, termasuk perwakilan dari Kemenkes, PT. 

Sucofindo, serta para ahli hukum pengadaan barang dan jasa. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengadaan, penyelesaian 

sengketa, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kontrak tersebut. Sedangkan, data 

sekunder diperoleh dari dokumen kontrak, laporan proyek, serta literatur yang relevan dengan 

topik penelitian, seperti peraturan dan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan. Penggunaan data primer dan 

sekunder ini sejalan dengan pendekatan metodologi triangulasi yang meningkatkan validitas 

data (Creswell, 2014). 

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan studi dokumentasi, yang bertujuan untuk 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo, 

khususnya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak tersebut. 

Setelah itu, dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait, yaitu pejabat Kemenkes, 

perwakilan PT. Sucofindo, serta praktisi hukum pengadaan yang berkompeten. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana narasumber dipilih 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian ini. 

Teknik purposive sampling merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif untuk memastikan narasumber yang dipilih memiliki informasi yang relevan dan 

berkualitas (Sugiyono, 2018). 
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Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan 

menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kontrak antara 

Kemenkes dan PT. Sucofindo. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menggali kendala-

kendala yang muncul dalam pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa, serta mencari 

solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam 

pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan 

teori-teori yang ada mengenai pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa, untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas perjanjian penyelesaian sengketa 

yang diterapkan dalam kontrak ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa 

depan. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara 

rinci, yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kasus yang diteliti (Moleong, 

2019). 

 

HASIL  

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia (Kemenkes) dan PT. Sucofindo, serta analisis dokumen kontrak yang dilakukan, 

ditemukan bahwa perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa 

Survei Status Gizi Indonesia 2024 mengatur dengan rinci prosedur yang harus diikuti apabila 

terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Kontrak tersebut mencantumkan beberapa 

mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga 

mekanisme tersebut digunakan secara berurutan, dengan negosiasi menjadi langkah pertama 

yang harus ditempuh sebelum melanjutkan ke mediasi dan arbitrase jika sengketa tidak dapat 

diselesaikan secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam 

peraturan pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai 

dan efisien (Prabowo, 2019). 

Dalam prakteknya, selama proses pengadaan dan pelaksanaan survei, pihak Kemenkes dan 

PT. Sucofindo tidak mengalami sengketa besar yang mengarah pada penggunaan prosedur 

penyelesaian sengketa secara formal. Namun, ada beberapa masalah teknis terkait dengan 

penundaan jadwal survei dan perbedaan interpretasi atas beberapa ketentuan dalam kontrak 

yang dibahas melalui mekanisme negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme 

penyelesaian sengketa telah dirancang untuk menciptakan saluran komunikasi yang jelas antara 

kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Suryanto (2021), banyak proyek pengadaan besar yang dapat diselesaikan 

melalui mekanisme negosiasi tanpa perlu melibatkan jalur penyelesaian sengketa formal. 

Perjanjian penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak pengadaan barang dan jasa 

Survei Status Gizi Indonesia 2024, yang melibatkan Kemenkes dan PT. Sucofindo, 

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut telah mencakup prosedur 

yang jelas dan terstruktur. Menurut teori mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam 

pengadaan publik, salah satu prinsip utama adalah bahwa penyelesaian sengketa harus 

dilakukan secara efisien untuk memastikan kelancaran proyek (Rachman, 2020). Dalam hal 

ini, kontrak tersebut berhasil menerapkan prinsip tersebut dengan mencantumkan tiga tahapan 

penyelesaian sengketa yang dimulai dengan upaya penyelesaian secara informal (negosiasi) 

dan berlanjut ke mediasi serta arbitrase jika diperlukan. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi sengketa besar, 

terdapat beberapa kendala yang muncul, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan survei dan 

perbedaan persepsi terhadap jadwal yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan temuan 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa dalam proyek pengadaan barang dan jasa besar, 

seringkali masalah yang muncul lebih bersifat administratif dan teknis, sehingga penyelesaian 

sengketa melalui jalur formal menjadi pilihan terakhir (Hasibuan, 2020). Kendala-kendala 

tersebut dapat diselesaikan dengan mudah melalui mekanisme negosiasi yang disepakati dalam 

kontrak, yang mencerminkan fleksibilitas dalam menyelesaikan permasalahan secara damai. 

Namun, meskipun mekanisme yang ada sudah cukup baik, ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam kontrak ini. Salah 

satunya adalah adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu yang tepat untuk setiap tahapan 

penyelesaian sengketa. Seringkali, keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa di tahap awal 

dapat memperburuk situasi dan memperlambat pelaksanaan proyek. Penetapan waktu yang 

lebih rinci untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa dapat mempercepat proses dan 

mengurangi dampak negatif terhadap kelancaran proyek (Prabowo, 2019). 

Secara keseluruhan, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak 

pengadaan barang dan jasa ini telah menunjukkan bahwa, meskipun terdapat potensi sengketa, 

proses yang ada dapat mengurangi dampak dari permasalahan yang muncul. Prosedur yang 

jelas dan terstruktur sangat penting dalam pengadaan publik, karena dapat memastikan 

kelancaran proyek dan menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar akibat ketidakpastian 

hukum (Suryanto, 2021). 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dalam upaya penyempurnaan 

mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Disarankan agar 
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kontrak-kontrak serupa di masa mendatang lebih memperjelas batas waktu dalam setiap 

tahapan penyelesaian sengketa. Selain itu, pihak Kemenkes dan PT. Sucofindo dapat 

memperkuat saluran komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi masalah 

administratif dan teknis yang mungkin timbul. Penyelesaian sengketa yang efektif dapat 

menjadi kunci sukses dalam implementasi proyek pengadaan barang dan jasa, terutama di 

sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat (Hasibuan, 2020). 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian penyelesaian sengketa 

dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 antara 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan PT. Sucofindo, dapat 

disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kontrak ini 

sudah cukup efektif untuk mengatasi potensi sengketa yang mungkin timbul selama 

pelaksanaan proyek. Tiga tahapan penyelesaian sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, dan 

arbitrase terbukti memberikan fleksibilitas dalam menangani masalah yang muncul, dengan 

negosiasi sebagai langkah pertama yang dapat diselesaikan secara informal. Walaupun tidak 

terdapat sengketa besar yang mengarah pada penggunaan jalur formal, ada beberapa kendala 

teknis yang dapat diselesaikan melalui mekanisme negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyelesaian sengketa tidak selalu memerlukan jalur formal seperti arbitrase, terutama jika 

komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat berjalan dengan baik. 

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kekurangan dalam ketidakjelasan waktu 

yang diperlukan untuk masing-masing tahapan penyelesaian sengketa. Penetapan waktu yang 

lebih spesifik untuk setiap tahapan dapat mempercepat proses dan mengurangi dampak 

terhadap kelancaran proyek. Oleh karena itu, meskipun mekanisme yang ada sudah baik, perlu 

ada penyempurnaan dalam hal penetapan waktu untuk menjamin proses penyelesaian sengketa 

yang lebih efisien. Secara keseluruhan, perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak 

pengadaan barang dan jasa ini dapat dianggap berhasil, namun masih ada ruang untuk 

perbaikan, terutama dalam hal pengaturan waktu dan ketentuan yang lebih jelas mengenai 

penyelesaian sengketa. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk memperjelas batas 

waktu pada setiap tahap penyelesaian sengketa dan meningkatkan komunikasi antara pihak-

pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di 

sektor kesehatan Indonesia. 
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